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ABSTRAK

RESPONS INDONESIA TERHADAP AATHP PADA ISU KABUT ASAP
LINTAS BATAS

Oleh
MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Isu kabut asap lintas batas adalah salah satu permasalahan lingkungan yang
berulang di kawasan Asia Tenggara dan sebagian besar dipicu oleh kebakaran hutan
dan lahan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada lingkungan
domestik, tetapi juga memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan
aktivitas ekonomi di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk
menangani permasalahan tersebut, negara-negara ASEAN membentuk ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai kerangka kerja sama regional
dalam pencegahan dan penanggulangan kabut asap lintas batas. Kemudian
Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2014 dan mulai terikat secara
resmi sejak 2015. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis respons
Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi
literatur terhadap dokumen resmi, laporan lembaga internasional, serta publikasi
akademik. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori liberal institusionalisme
untuk menjelaskan peran institusi regional dalam memfasilitasi kerja sama
antarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap
AATHP diwujudkan melalui penyesuaian kebijakan nasional, peningkatan
koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan aktif dalam mekanisme kerja sama
ASEAN. Indonesia juga memiliki peran dalam memfasilitasi forum regional seperti
Conference of the Parties (COP) AATHP serta menjadi tuan rumah ASEAN
Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Namun demikian,
efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan
struktural, seperti lemahnya penegakan hukum dan juga dinamika kepentingan
domestik dalam pengelolaan lahan.

Kata Kunci: Kabut Asap Lintas Batas, AATHP, ASEAN, kerja sama regional,
respons Indonesia.



ABSTRACT

INDONESIA'S RESPONSE TO AATHP ON TRANS-BORDER HAZARD
ISSUE

By
MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Transboundary haze remains a recurring environmental challenge in Southeast
Asia, largely driven by forest and land fires in Indonesia. This phenomenon not
only affects Indonesia’s domestic environment but also significantly impacts air
quality, public health, and economic activities in neighboring countries such as
Singapore and Malaysia. In response, ASEAN member states established the
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) as a regional
framework to prevent and mitigate haze pollution. Indonesia ratified the agreement
in 2014 and formally became a party in 2015. This study aims to examine
Indonesia’s response to the AATHP in addressing transboundary haze issues during
the 2015-2023 period. Employing a qualitative approach with descriptive-
analytical methods, this research draws on literature from official documents,
reports by international organizations, and academic publications. The study
applies the theory of institutional liberalism to explain the role of regional
institutions in facilitating interstate cooperation. The findings indicate that
Indonesia’s response has been reflected in adjustments to national policies,
strengthened institutional coordination, and active participation in ASEAN
cooperation mechanisms. Indonesia has also contributed by facilitating regional
forums, including the Conference of the Parties (COP) of the AATHP, and by
hosting the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution
Control. Nevertheless, the effectiveness of these measures continues to face
structural challenges, particularly in terms of weak law enforcement and the
complexity of domestic interests in land management.

Key words: Transboundary haze pollution, AATHP, ASEAN, regional
cooperation, Indonesia’s response.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transboundary Haze Pollution atau isu kabut asap lintas batas adalah salah satu
persoalan lingkungan berskala besar dan berdimensi transnasional yang paling
sering terjadi di kawasan Asia Tenggara sejak dekade 1990-an. Fenomena ini
muncul nyaris setiap tahun pada khususnya di musim kemarau dan diakibatkan oleh
kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut
yang sangat rentan terhadap degradasi lingkungan serta praktik pembukaan lahan
dengan metode pembakaran yang masih banyak digunakan karena faktor ekonomi
dan lemahnya pengawasan. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan juga
lahan tidak hanya berdampak secara lokal terhadap lingkungan dan kesehatan
masyarakat di wilayah sumber, tetapi menyebar sampai batas negara dan
memengaruhi kualitas udara di berbagai kawasan Asia Tenggara dalam skala
regional. Negara-negara di bagian selatan kawasan, seperti Indonesia, Malaysia,
dan Singapura, menjadi wilayah yang paling sering terdampak secara langsung,
baik dari sisi penurunan kualitas udara maupun gangguan aktivitas sosial dan
ekonomi, sementara penyebaran asap juga menjangkau kawasan utara, termasuk
Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Karakter lintas batas dari permasalahan
ini menjadikan kabut asap sebagai isu regional yang kompleks, berulang, dan sulit
dikendalikan, sehingga memerlukan pendekatan kolektif, koordinasi lintas negara,
serta komitmen bersama, karena dampaknya tidak dapat dibatasi oleh yurisdiksi

nasional semata.



Tabel 1. 1 Dampak Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara

Kategori Uraian Data & Contoh Nyata
Dampak
Wilayah Negara-negara Asia Tenggara Malaysia, Singapura, Thailand,
Terdampak terdampak kabut asap dari Kamboja, Laos, dll.
Indonesia
Lingkungan | Penurunan fotosintesis, Orangutan terancam punah,
pemanasan global, ancaman kerusakan hutan, peningkatan
keanekaragaman hayati suhu lokal
Kesehatan Penyakit akibat partikel PM2.5 - 12% peningkatan gangguan
seperti asma, bronkitis, kanker, pernapasan di Singapura (1997) -
infeksi mata dan saluran Lonjakan pasien dari 250 ke
pernapasan 800/hari di Malaysia
Ekonomi Penurunan produktivitas, biaya - Kerugian Singapura US$163—
kesehatan, turunnya pariwisata 286 juta (1997) - Kerugian
dan aktivitas ekonomi Indonesia US$20,1 miliar (50%
APBN 1997)

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan (Hashim et al., 1998), (Emmanuel,

2000) dan (Islam et al., 2016).

Dampak kabut asap lintas batas bersifat multidimensional dan meluas ke
berbagai sektor strategis. Dari aspek lingkungan, kebakaran hutan dan lahan
menyebabkan degradasi ekosistem secara masif, hilangnya keanekaragaman hayati,
serta meningkatnya emisi karbon dari lahan gambut yang berkontribusi terhadap
percepatan perubahan iklim. Dari sisi ekonomi, kabut asap mengganggu aktivitas
pertanian, perikanan, dan transportasi udara, serta menimbulkan kerugian finansial
yang signifikan bagi negara-negara terdampak. Dampak terhadap kesehatan
masyarakat juga sangat serius, ditandai dengan meningkatnya kasus penyakit
pernapasan akut, asma, ISPA, serta iritasi mata dan tenggorokan. Peristiwa
kebakaran besar pada periode 1997-1998 dan kembali terjadi pada tahun 2015
menjadi bukti konkret dari skala kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh
kabut asap lintas batas, yang dampaknya dirasakan tidak hanya di Indonesia tetapi

juga di negara-negara tetangga.



Sebelum terbentuknya kerja sama regional yang lebih terstruktur, Indonesia
mengalami salah satu bencana lingkungan terbesar di kawasan pada tahun 1997,
ketika kebakaran hutan dan lahan melanda sekitar 10 juta hektare wilayah di
Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Peristiwa ini tidak hanya
memperburuk kondisi lingkungan domestik, tetapi juga memicu krisis kesehatan
publik di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Hamdani et al.,
2024). Studi di Singapura mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan
atas sebesar 12%, asma sebesar 19%, dan rhinitis sebesar 26% selama periode kabut
asap, sementara penelitian di Malaysia menunjukkan penurunan fungsi paru-paru
pada anak-anak, khususnya anak perempuan (Emmanuel, 2000; Hashim et al.,
1998). Selain dampak kesehatan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan juga sangat
besar, dengan estimasi mencapai sekitar US$286 juta di Singapura dan sekitar
US$20,1 miliar di Indonesia, yang mencerminkan besarnya biaya sosial dan

ekonomi yang timbul akibat belum optimalnya penanganan kebakaran hutan.

Menyadari bahwa kabut asap lintas batas tidak dapat ditangani secara
unilateral, ASEAN merumuskan ASEAN Cooperation Plan on Transboundary
Pollution (ACPTP) pada tahun 1995 sebagai langkah awal membangun kerja sama
lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Namun, instrumen ini dinilai belum mampu
menghasilkan dampak yang signifikan karena memiliki sifat yang tidak mengikat
secara hukum serta tidak memiliki mekanisme penegakan yang jelas, sehingga
efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen sukarela masing-masing negara
anggota (Sidik & Juliana, 2024, pp. 1384—1400). Pendekatan berbasis kesukarelaan
dinilai memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan lingkungan lintas batas
yang kompleks, berulang, dan melibatkan kepentingan ekonomi yang kuat.
Tekanan berkelanjutan dari negara-negara yang terdampak kabut asap, khususnya
Malaysia dan Singapura, serta meningkatnya perhatian komunitas internasional
terhadap isu lingkungan, kemudian mendorong ASEAN untuk merumuskan
instrumen kerja sama yang lebih kuat dan mengikat. Respons atas kebutuhan
tersebut diwujudkan melalui pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution (AATHP), yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur
dan mulai berlaku pada 25 November 2003 setelah diratifikasi oleh enam negara

anggota, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan



Vietnam (Purwendah & Mangku, 2018). AATHP dirancang sebagai perjanjian
regional yang mengikat secara hukum dengan tujuan memperkuat koordinasi
melalui sistem pemantauan bersama, mekanisme peringatan dini, pertukaran
informasi, bantuan teknis, kerja sama ilmiah, serta respons darurat terhadap
bencana kabut asap, yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala melalui forum

Conference of the Parties (COP).

Tabel 1. 2 Urutan Ratifikasi AATHP ASEAN

No Negara Approval / Acceptance
1 Malaysia 18 Februari 2003

2 Singapore 14 Januari 2003

3 Brunei Darussalam | 27 Februari 2003

4 Myanmar 13 Maret 2003

5 Vietnam 29 Mei 2003

6 Thailand 26 September 2003

7 Laos 13 Juli 2005

8 Cambodia 9 November 2006

9 Philippines 4 Maret 2010

10 | Indonesia 20 Januari 2015 (terakhir)

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan (ASEAN Legal Instrument, 2023., Note
pertanggal 25/04/2023)

Dalam konteks AATHP, posisi dan respons Indonesia menjadi sorotan
utama untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP. Sebelum
meratifikasi AATHP, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dikaitkan
dalam diskursus regional mengenai sumber kabut asap lintas batas, namun
pemerintah menunjukkan sikap berhati-hati dan cenderung defensif dengan
menekankan keterbatasan kesiapan institusional, kapasitas penegakan hukum, serta
sensitivitas isu kedaulatan dalam kerja sama lingkungan regional. Indonesia
meratifikasi AATHP pada 16 September 2014 melalui Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2014 dan menyerahkan instrumen ratifikasi pada awal 2015, menjadikannya
negara terakhir di ASEAN yang bergabung (Purwendah & Mangku, 2018).

Ratifikasi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin menguat, terutama setelah



peristiwa kabut asap parah di Singapura pada Juni 2013, ketika Pollutant Standards
Index (PSI) untuk pertama kalinya mencapai kategori hazardous dengan angka
tertinggi 401, jauh di atas kondisi normal yang umumnya berada pada kategori

Good atau Moderate (NEA | Air Quality, n.d.).

Investigasi pemerintah Singapura menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan
lahan yang terjadi di Indonesia merupakan sumber utama kabut asap yang
mencemari kawasan, yang sebagian dipicu oleh praktik pembukaan lahan oleh
perusahaan perkebunan, termasuk yang diduga melibatkan investor dari Singapura
dan Malaysia (Koh et al., n.d.). Temuan ini memicu protes publik di Singapura serta
meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Indonesia agar segera menunjukkan
komitmen yang lebih konkret dalam menangani pencemaran asap lintas batas.
Tekanan tersebut kemudian mendorong Indonesia untuk mempertegas posisinya
dalam kerja sama regional melalui ratifikasi AATHP. Pasca-ratifikasi, Indonesia
mulai memperkuat respons nasional dengan meningkatkan koordinasi antar-
lembaga, memperluas patroli pencegahan kebakaran, serta mengembangkan sistem
pengawasan berbasis satelit. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan yang
lebih berhati-hati dalam merespons tekanan regional menuju keterlibatan yang

lebih aktif dan kooperatif dalam kerangka kerja sama ASEAN.

Meskipun demikian, kebakaran besar yang kembali terjadi pada tahun
2015—hanya satu tahun setelah ratifikasi AATHP—menunjukkan bahwa respons
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Peristiwa tersebut
menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektare lahan dan menyebabkan Indeks Standar
Pencemaran Udara di Palangkaraya mencapai tingkat yang sangat ekstrem.
Dampak kebakaran ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan,
diperkirakan mencapai sekitar Rp475 triliun atau setara dengan US$16,1 miliar
dalam kurun waktu lima bulan (World Bank, 2015.; Yandri et al., 2023.). Kerugian
tersebut mencakup gangguan pada sektor transportasi, pendidikan, serta
perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi seperti Sumatera Selatan,
Kalimantan Tengah, dan Jambi. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi
perbedaan antara komitmen hukum internasional yang telah diratifikasi dan

dinamika implementasi kebijakan di tingkat nasional.
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Gambar 1. 1 Grafik Dampak Ekonomi dan Pertumbuhan PDB di Provinsi-
provinsi Terdampak Kabut Asap 2015

Sumber: Worldbank (Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia :1)

diolah Kembali oleh penulis

Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang di akibatkan
kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu lima bulan mencapai sekitar 16,1
miliar USD. Dampak tersebut dirasakan secara signifikan pada sektor transportasi,
pendidikan, serta penurunan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi, seperti
Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Besarnya kerugian ini
menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya persoalan lingkungan,
tetapi juga krisis sosial dan ekonomi. Namun, upaya penanganan kebakaran masih
menghadapi berbagai hambatan struktural yang kompleks. Dalam proses
penegakan hukum terdapat tantangan, banyaknya kewenangan yang tidak sesuai
antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaruh kepentingan ekonomi dalam
praktik pembukaan lahan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas

kebijakan pengendalian kebakaran.

Hingga periode 2019 dan bahkan 2023, berbagai laporan internasional
menunjukkan bahwa titik panas dan kehilangan tutupan hutan primer masih terus
terdeteksi di Indonesia. Data Global Forest Watch (2024) mencatat bahwa sekitar
70% kehilangan tutupan hutan primer Indonesia pada tahun 2023 terjadi di kawasan
hutan resmi, yang mengindikasikan bahwa persoalan kebakaran hutan dan

degradasi ekologis belum sepenuhnya terkendali. Kondisi ini diperparah oleh



hambatan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kuatnya kepentingan
korporasi dalam praktik pembukaan lahan. Selain itu, pendekatan kebijakan yang
masih cenderung reaktif dan terfragmentasi turut mengurangi efektivitas respons
nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan, sehingga tekanan dari negara-negara

tetangga seperti Singapura dan Malaysia tetap berlanjut. (Gheana, 2023, pp. 22-23)

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang masih terus berulang hingga
periode 2023 menunjukkan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan belum
sepenuhnya efektif. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam tata kelola
hutan dan penegakan hukum lingkungan. Hambatan struktural yang berulang,
seperti lemahnya penegakan hukum dan kuatnya kepentingan korporasi, semakin
menegaskan kompleksitas permasalahan kabut asap lintas batas. Berdasarkan
kondisi tersebut, isu kabut asap dapat dipahami sebagai persoalan lingkungan
regional yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan komitmen kolektif negara-
negara ASEAN. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP
sejak 2015, efektivitas respons nasional hingga periode 2023 tetap perlu dikaji
secara mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan, langkah penanganan, dan
posisi diplomatik Indonesia mencerminkan komitmen terhadap kerja sama regional

ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara terakhir di kawasan ASEAN yang meratifikasi
AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 dan secara resmi
mengikatkan diri pada perjanjian tersebut sejak awal tahun 2015. Ratifikasi ini
dipandang sebagai langkah strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia
dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi
penyebab utama kabut asap lintas batas, sekaligus memperkuat kerja sama
lingkungan regional di bawah kerangka ASEAN. Melalui ratifikasi AATHP,
Indonesia diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, pencegahan, serta
penanganan kabut asap secara lebih terlembaga dan berkelanjutan. Perjanjian ini

juga menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam



mekanisme regional, termasuk pertukaran informasi, bantuan teknis, dan respons
darurat. Namun demikian, setelah AATHP mulai berlaku bagi Indonesia,
kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar masih terus terjadi pada tahun-tahun
berikutnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi

perjanjian tersebut di tingkat nasional.

Peristiwa kebakaran besar pada tahun 2015 tercatat sebagai salah satu bencana
lingkungan terburuk pasca-ratifikasi AATHP, dengan dampak yang meluas
terhadap penurunan kualitas udara, meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat,
serta kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Krisis asap tersebut tidak hanya
dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berdampak lintas batas hingga menimbulkan
kembali ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara tetangga di
kawasan ASEAN. Kondisi serupa kembali terjadi pada tahun 2019, ketika kabut
asap lintas batas kembali mengemuka dan memicu sorotan regional terhadap
komitmen Indonesia dalam kerangka AATHP. Fakta ini menunjukkan ratifikasi
perjanjian internasional tidak serta-merta berbanding lurus dengan efektivitas
implementasi di tingkat nasional. Dengan kata lain, terdapat tantangan struktural

dan implementatif yang masih membatasi efektivitas respons Indonesia.

Selain itu, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa titik panas dan
potensi kebakaran hutan dan lahan masih terus terdeteksi hingga periode 2023,
meskipun Indonesia telah terikat secara hukum dalam AATHP. Data Global Forest
Watch (2024) mencatat bahwa sekitar 70% kehilangan tutupan hutan primer
Indonesia pada tahun 2023 terjadi di kawasan hutan resmi, yang mengindikasikan
bahwa persoalan kebakaran hutan dan degradasi ekologis belum sepenuhnya dapat
dikendalikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen
hukum internasional yang telah diratifikasi dengan kapasitas dan efektivitas
respons nasional dalam praktiknya. Hambatan seperti lemahnya penegakan hukum,
tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kuatnya
kepentingan ekonomi dalam praktik pembukaan lahan turut memperumit upaya
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Situasi tersebut juga berkontribusi pada
berlanjutnya tekanan dari negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap lintas

batas.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menelaah
secara mendalam bagaimana respons Indonesia terhadap AATHP setelah ratifikasi,
khususnya dalam menangani isu kabut asap lintas batas pada periode 2015-2023.
Penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan komitmen hukum formal,
tetapi juga pada dinamika kebijakan, langkah penanganan, serta praktik
implementasi yang dijalankan oleh Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan utama
yang ingin dijawab adalah Bagaimana respons Indonesia terhadap AATHP pada

isu kabut asap lintas batas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan AATHP sebagai bentuk kerja sama regional ASEAN dalam
menangani isu kabut asap lintas batas.
2. Menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas

batas.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi
pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami
isu lingkungan dan keberlanjutan sebagai bagian dari dinamika kerja sama
regional di Asia Tenggara. Dengan mempertahankan analisis berbasis
perjanjian AATHP, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur
mengenai implementasi perjanjian lingkungan regional dan kepatuhan negara
terhadap kewajiban internasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara
komitmen regional dalam penanganan isu kabut asap lintas batas. Harapannya,

kajian ini dapat memberikan dasar akademik.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap
AATHP masih menghadapi berbagai tantangan implementatif meskipun secara
normatif telah terdapat komitmen hukum yang jelas. Gheana (2023) melalui
pendekatan yuridis normatif menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah
meratifikasi AATHP, pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya koordinasi
antarlembaga dan inkonsistensi penegakan hukum, sehingga terdapat kesenjangan
antara komitmen internasional dan kebijakan nasional. Sejalan dengan itu, Dian
Novita Dewi (2023) menemukan bahwa di tingkat daerah, khususnya Provinsi
Riau, respons terhadap kewajiban AATHP telah diwujudkan melalui regulasi dan
pembentukan satuan tugas, namun masih terkendala keterbatasan anggaran,

lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Prasetyadi (2021) menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap AATHP
dipengaruhi oleh dinamika kepentingan domestik serta sensitivitas isu kedaulatan,
sehingga implementasi kebijakan belum sepenuhnya konsisten. Yandri et al.,
(2023) juga mencatat bahwa meskipun Indonesia aktif dalam mekanisme teknis
seperti pelaporan dan penyediaan data hotspot, respons nasional cenderung
fluktuatif dan berdampak pada efektivitas implementasi perjanjian. Temuan serupa
dikemukakan oleh Ariyani & Parameswari (2019) yang menilai bahwa pada
periode awal pascaratifikasi (2014-2019), Indonesia telah melakukan penyesuaian
regulasi nasional, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya
pengawasan dan koordinasi kelembagaan. Mochammad Rizky Syahrullah Barca
2024) kemudian menunjukkan adanya peningkatan respons teknis Indonesia dalam

periode mutakhir (2019-2023), khususnya dalam pelaporan dan koordinasi
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regional, tetapi konsistensi kebijakan nasional tetap menjadi tantangan utama di

tengah masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Secara teoritis, (Ardianti et al., 2023) melalui pendekatan liberal-
institusionalisme menjelaskan bahwa institusi ASEAN mampu memfasilitasi kerja
sama kawasan melalui norma, dialog, dan mekanisme konsensus tanpa otoritas
supranasional yang kuat. Temuan ini relevan dalam memahami bagaimana AATHP
bekerja sebagai instrumen kerja sama regional yang bertumpu pada kepentingan
bersama dan reputasi negara anggota. Sementara itu, Hamdani et al (2024) dalam
kajian historisnya menunjukkan bahwa sebelum pembentukan AATHP, upaya
ASEAN masih bersifat normatif dan sukarela dengan keterbatasan penegakan.
Kehadiran AATHP memperkuat kerangka institusional, namun efektivitasnya tetap
dipengaruhi dinamika politik dan kapasitas domestik Indonesia. Secara
keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara komitmen normatif regional dan implementasi empiris di tingkat nasional,
sehingga membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai efektivitas respons

Indonesia terhadap AATHP.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No | Nama, Judul, | Teori  dan | Metode Fokus Hasil Penelitian
dan  Tahun | Konsep Penelitian
Penelitian

1. | Syifa Gheana | Tanggung Yuridis Respons Indonesia telah
(2023), jawab normatif | Indonesia | meratifikasi
“Pertanggun | negara, terhadap AATHP, namun
gjawaban hukum kewajiban | respons dinilai
Indonesia internasiona AATHP belum optimal akibat
dalam 1, AATHP dalam lemahnya koordinasi
Menangani konteks antarlembaga  dan
Pencemaran pencemara | rendahnya




12

Asap Lintas
Batas
Ditinjau dari
ASEAN
Agreement on
Transbounda
ry Haze

Pollution”

n asap

lintas batas

konsistensi
penegakan  hukum.
Terdapat
kesenjangan antara
komitmen  hukum
internasional ~ dan
implementasi

kebijakan nasional.

Dian Novita | Implementa | Kualitatif | Respons Respons pemerintah
Dewi. (2023), | si kebijakan, | deskriptif | pemerintah | Provinsi Riau
“Upaya desentralisa daerah diwujudkan melalui
Pemerintah si, AATHP terhadap regulasi daerah dan
Provinsi Riau kewajiban | pembentukan satuan
dalam AATHP tugas, namun masih
Menangani terkendala

Kasus pengawasan,
Kebakaran keterbatasan

Hutan  Riau anggaran.
berdasarkan

ASEAN

Agreement on

Transbounda

ry Haze

Pollution™

Kristian Oka | Norma Kualitatif | Hubungan | Respons Indonesia
Prasetyadi internasiona | analitis antara terhadap  AATHP
(2021), I, dinamika norma dipengaruhi oleh
“Peran kepentingan AATHP kepentingan
ASEAN domestik, dan praktik | domestik serta
Agreement AATHP kebijakan | sensitivitas isu
on Indonesia | kedaulatan, sehingga
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Transboundar implementasi

y Haze kebijakan belum
Pollution sepenuhnya

dalam Praktik konsisten.

Kebijakan

Pemerintah

Indonesia”

Aisha Nafitra | Kerja sama | Kualitatif | Keterlibata | Indonesia

Putri Yandri | regional, deskriptif | n Indonesia | menunjukkan

dkk. (2023), | institusi dalam komitmen dalam
“Perjalanan | internasiona mekanisme | aspek teknis seperti
Menuju 1, AATHP teknis dan | pelaporan dan
Lingkungan kelembaga | penyediaan data
Bebas Asap: an AATHP | hotspot, namun
Peran respons nasional
Indonesia bersifat  fluktuatif
dalam sehingga

ASEAN mengurangi
Agreement on efektivitas
Transbounda implementasi

ry Haze AATHP.

Pollution”

Fadila Implementa | Kualitatif | Respons Indonesia telah
Ariyani & | si perjanjian | deskriptif | awal menyesuaikan

Puti internasiona Indonesia | regulasi dan
Parameswari | 1, AATHP pasca- kebijakan nasional,
(2019), ratifikasi tetapi efektivitas
“ASEAN AATHP respons masih
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Agreement on terhambat oleh
Transbounda lemahnya

ry Haze pengawasan dan
Pollution: koordinasi
Implementati antarlembaga.

on in

Indonesia

2014-2019”

Mochammad | Kerja sama | Kualitatif | Respons Terjadi peningkatan
Rizky regional, ill:lle(l)r?lesm respons teknis
Syahrullah administrasi periode Indonesia dalam
Barca (2024), | kebijakan, 8‘(1)tfé<ilir pelaporan dan
“ASEAN AATHP 2024) koordinasi regional,
Agreement on namun  kebakaran
Transbounda hutan masth
ry Haze berlangsung dan
Pollution konsistensi

sebagai kebijakan nasional
Upaya menjadi  tantangan
Pengentasan utama.

Kabut  Asap

di Asia

Tenggara”

Ardianti, D. | Liberalisme | Kualitatif | Peran Penelitian

E., Rosyidin, | institusional | deskriptif | institusi menunjukkan bahwa
M., & Alfian, | is, kerja |, studi | dan norma | institusi ASEAN
M. F. (2023) | sama literatur | ASEAN mampu

“Di  Bawah | regional, dalam memfasilitasi  kerja
Spirit norma dan mendorong | sama melalui norma,
Liberal- institusi kerja sama | dialog, dan
Institusionali | ASEAN kawasan mekanisme
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sme: Kajian meskipun | konsensus. Kerja
Komparatif tanpa sama tidak
Gagasan otoritas bergantung pada
Dynamic supranasio | paksaan, melainkan
Equilibrium nal pada  kepentingan
dan ASEAN bersama dan reputasi
Outlook  on regional. Temuan ini
the Indo- menegaskan
Pacific” relevansi liberal-
institusionalisme
dalam menjelaskan
keberlanjutan kerja
sama ASEAN,
termasuk dalam isu
lingkungan  lintas
batas.
Hamdani, M. | Kerja sama | Kualitatif | Perkemban | Hasil penelitian
F., regional historis gan menunjukkan bahwa
Rohmawati, | ASEAN, kesepakata | upaya ASEAN pada
Y., & | tata  kelola n ASEAN | periode awal masih
Nurhidayati, | lingkungan, dalam bersifat normatif dan
R. P. (2024) | institusional menangani | sukarela dengan
Kesepakatan | isme kebakaran | keterbatasan
ASEAN hutan dan | penegakan. AATHP
dalam lahan  di | hadir sebagai
Menangani Indonesia | penguatan kerangka
Kebakaran sebelum institusional, namun
Hutan  dan dan efektivitasnya tetap
Lahan sesudah dipengaruhi oleh
Indonesia, pembentuk | dinamika politik dan
1990-2015 an AATHP | kapasitas domestik
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Indonesia. Studi ini
menegaskan adanya
kesenjangan antara
komitmen regional
dan  implementasi

nasional.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan
kontribusi penting bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, baik sebagai landasan
teoretis maupun rujukan empiris. Setiap kajian memberikan perspektif berbeda
mengenai dimensi hukum, politik, kelembagaan, dan teknis respons Indonesia
terhadap AATHP, sehingga memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan
peluang respons Indonesia terhadap AATHP. Namun demikian, penelitian-
penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada periode sebelum atau awal pasca
ratifikasi, serta belum secara khusus menganalisis Respons AATHP Indonesia
dalam kerangka teori Liberal dan konsep norma AATHP. Oleh karena itu,
penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah Respons
Indonesia Terhadap AATHP secara lebih mendalam, terarah, dan relevan dengan

kondisi aktual.

2.2 Landasan Analisis

Dalam penelitian ini, bab landasan analisis digunakan untuk memahami
bagaimana respons Indonesia terhadap kerja sama regional guna menangani isu
kabut asap lintas batas setelah meratifikasi AATHP. Trans boundary haze pollution
atau isu kabut asap merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat
transnasional sehingga memerlukan kerja sama antarnegara melalui mekanisme
institusi regional. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori liberal
institusionalisme untuk menjelaskan peran institusi internasional dalam
memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menangani isu lingkungan lintas batas.
Dengan menggunakan kedua kerangka analisis tersebut, penelitian ini memiliki
upaya untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap

lintas batas.
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2.2.1. Teori Liberal Institusionalisme

Teori Liberal Institutionalism adalah pandangan dalam hubungan
internasional yang menekankan bahwa lembaga dan organisasi internasional dapat
memfasilitasi kerja sama antarnegara, mengurangi konflik, dan mendorong
perdamaian. Teori ini meyakini negara dapat bekerja sama meskipun berada dalam
sistem internasional yang bersifat anarki melalui pembentukan aturan dan norma
bersama. Liberalisme institusional juga berpendapat bahwa dalam lingkup global
institusi ataupun organisasi internasional memiliki peran yang besar dalam
mendorong kooperasi antarnegara dalam suatu wilayah. Robert O. Keohane sebagai
salah satu tokoh utama teori ini mengartikan institusi sebagai “persistent and
connected set of rules (formal and informal) that prescribe behavioral roles,
constrain activity, and shape expectations” (Keohane, 1988, p. 383). Menurut
pandangan Keohane, institusi internasional dapat bertahan dan juga berfungsi
efektif apabila mampu menyediakan informasi, koordinasi kebijakan, dan
mekanisme pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara optimal oleh negara
secara individu (Weiss & Wilkinson, 2018, p. 132). Kehadiran institusi
internasional membantu mengurangi ketidakpastian dalam hubungan internasional
melalui pembentukan aturan dan norma yang disepakati bersama. Aturan dan
norma tersebut memungkinkan negara-negara untuk membangun kepercayaan serta
mengurangi potensi konflik dalam interaksi internasional. Melalui mekanisme
koordinasi yang dibangun oleh institusi internasional, negara dapat mengelola
kepentingan bersama secara lebih efektif. Dengan demikian, kerja sama
internasional tidak selalu bergantung pada dominasi negara hegemon, tetapi dapat

terbentuk melalui keberadaan institusi yang memfasilitasi koordinasi antarnegara.

Pada teori Liberal institusionalisme, tetap mengakui bahwa negara
merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, namun kerja sama dapat
terwujud melalui pembentukan institusi yang mengatur interaksi antarnegara.
Institusi internasional menciptakan seperangkat aturan, norma, serta prosedur yang
membantu negara mengoordinasikan kebijakan dan menyelesaikan berbagai
permasalahan bersama. Selanjutnya, institusi juga mendorong terciptanya

hubungan jangka panjang antarnegara yang didasari pada prinsip timbal balik dan
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kepentingan bersama. Melalui hubungan yang berkelanjutan tersebut, negara dapat
memperoleh keuntungan kolektif dari kerja sama yang terjalin. Maka dari itu,
institusi internasional berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja sama

internasional dalam menghadapi berbagai isu global (Nuruzzaman, 2008, p. 196).

Pada konteks hubungan internasional kontemporer, teori liberal
institusionalisme juga menekankan pentingnya organisasi dan rezim internasional
yang berbasis pada aturan dan norma bersama. Institusi internasional berfungsi
sebagai forum yang memungkinkan negara melakukan konsultasi, koordinasi, serta
penyelesaian masalah secara kolektif. Selanjutnya, institusi internasional juga
membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara dalam berbagai isu global.
Kerangka kerja sama tersebut menjadi penting terutama dalam menangani isu
lingkungan yang bersifat lintas batas dan memerlukan koordinasi antarnegara.
Salah satu contoh kerja sama tersebut adalah pembentukan AATHP oleh negara-
negara ASEAN untuk menangani permasalahan kabut asap lintas batas di kawasan

Asia Tenggara (Devitt, 2011).

Dalam teori liberal institusionalisme, AATHP dapat dipahami sebagai
bentuk kerja sama atau mekanisme regional ASEAN yang menyediakan kerangka
aturan, norma, serta mekanisme koordinasi bagi negara-negara anggota ASEAN
dalam menangani permasalahan kabut asap lintas batas yang terjadi. Melalui
perjanjian tersebut, negara-negara anggota diharapkan dapat bekerja sama dalam
melakukan pencegahan, pemantauan, serta penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan yang menjadi penyebab utama kabut asap di kawasan. Dengan adanya
AATHP juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi serta koordinasi
kebijakan antarnegara dalam menangani permasalahan lingkungan lintas batas.
Dengan demikian, institusi regional seperti AATHP berperan penting dalam
memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menghadapi permasalahan lingkungan
yang bersifat transnasional. Maka dari itu, Teori liberal institusionalisme digunakan
dalam penelitian ini untuk menjelaskan kerja sama regional ASEAN melalui
AATHP dalam menangani isu kabut asap lintas batas serta memahami respons

Indonesia dalam kerja sama tersebut (Nuruzzaman, 2008).
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2.2.2 Konsep Respons Negara dalam Hubungan Internasional

Dalam kajian Hubungan Internasional, konsep respons negara secara mendasar
dipahami sebagai reaksi strategis dari sebuah aktor negara terhadap suatu tindakan,
kebijakan, atau ancaman yang muncul dari aktor global lainnya. tindakan ini bukan
reaksi spontan, melainkan sebuah manifestasi dari pengambilan keputusan luar
negeri yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasional di Tengah
sistem internasional yang anarkis. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa setiap
respons yang diambil oleh negara harus selalu berorientasi pada pertimbangan
kekuasaan dan upaya untuk menjaga esistensi kedaulatan. Maka dari itu, efektivitas
suatu respons sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melakukan
kalkulasi rasional terhadap risiko dan juga keuntungan yang diperoleh. Ketepatan
dalam menentukan sebuah waktu dan bentuk respons menjadi kunci utama bagi

stabilitas posisi sebuah negara dalam susunan politik dunia (Morgenthau, (1948))

Dalam implementasinya, respons dari negara sering berlandaskan pada prinsip
timbal balik atau reciprocity yang menjadi fondasi terjadinya interaksi antar negara.
(Axelrod, 1984) menjelaskan bahwa prinsip ini memungkinkan terciptanya suatu
Kerja sama atau konflik, itu semua tergantung pada bagaimana aktor pertama
memulai interaksi di panggung internasional. Respons simetris biasanya dilakukan
dengan membalas indakan lawan menggunakan instrumen serupa, contoh nya
seperti pemberlakukan tarif dagang balasan dalam sebuah sengketa di bidang
ekonomi. Sebaliknya, respons asimetris melibatkan penggunaan instrumen yang
berbeda hal ini guna menekan lawan di area yang dianggap rentan atau memberikan
dampak strategis yang lebih besar. Jadi melalui mekanisme timbal balik ini, negara
berusaha menciptakan pola perilaku yang dapat diprediksi untuk mengurangi

ketidakpastian dalam hubungan diplomatik.

Dalam perspektif liberal institusionalisme, respons negara terhadap institusi
internasional dipengaruhi oleh keberadaan aturan, mekanisme, dan norma yang
disepakati bersama oleh negara anggota. Institusi internasional dipandang sebagai
sarana yang mampu membentuk perilaku negara melalui koordinasi dan interaksi
yang berulang. Melalui pertukaran informasi dan pembelajaran kebijakan, institusi

menciptakan insentif bagi negara untuk menyesuaikan tindakannya. Kepatuhan
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dalam kerangka ini tidak semata-mata dihasilkan oleh ancaman sanksi yang bersifat
koersif. (Ardianti et al., 2023) menegaskan bahwa dalam semangat liberal-
institusionalisme, negara merespons institusi karena adanya kepentingan bersama

dan manfaat jangka panjang dari stabilitas serta kerja sama regional.

Dengan demikian, konsep respons dalam Hubungan Internasional
memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara
institusi regional, komitmen normatif, dan implementasi kebijakan domestik.
Dalam kerangka liberal institusionalisme, respons negara tidak dipahami sebagai
kepatuhan yang bersifat absolut dan statis. Sebaliknya, respons dipandang sebagai
proses dinamis yang berkembang seiring interaksi antaraktor dan perubahan
kepentingan. Proses tersebut dipengaruhi oleh kepentingan nasional, kapasitas
domestik, serta norma dan mekanisme kerja sama regional. Kerangka ini menjadi
dasar analitis untuk menilai secara kritis respons Indonesia terhadap AATHP dalam

upaya mengendalikan kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.

2.3 Alur Penelitian

Isu kabut asap lintas batas merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat
transnasional dan telah lama menjadi persoalan regional di kawasan Asia Tenggara
sebelum terbentuknya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
(AATHP). Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, khususnya di
Indonesia, tidak hanya berdampak pada wilayah domestik, tetapi juga menyebar ke
negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei
Darussalam. Dampak tersebut menimbulkan berbagai kerugian di bidang
kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga hubungan diplomatik antarnegara di
kawasan. Sebelum adanya AATHP, ASEAN sebenarnya telah membentuk
berbagai upaya kerja sama seperti ASEAN Cooperation Plan on Transboundary
Pollution (ACPTP), namun mekanisme tersebut masih bersifat sukarela dan belum
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi tersebut kemudian mendorong
ASEAN untuk membentuk AATHP sebagai bentuk kerja sama regional yang lebih

terstruktur dan mengikat dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas.
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Dalam perkembangan kerja sama tersebut, Indonesia menjadi negara terakhir di
ASEAN yang meratifikasi AATHP, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2014 dan mulai berlaku secara resmi pada tahun 2015. Sebelum bergabung,
Indonesia menunjukkan sikap yang cenderung berhati-hati terhadap AATHP
dengan mempertimbangkan isu kedaulatan, kapasitas domestik, dan kepentingan
nasional dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Namun, tekanan regional
dari negara-negara terdampak kabut asap serta meningkatnya perhatian
internasional terhadap isu lingkungan mendorong Indonesia untuk mempertegas
komitmennya melalui ratifikasi AATHP. Setelah bergabung, respons Indonesia
diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan tindakan, seperti penguatan koordinasi
kelembagaan, peningkatan kerja sama regional ASEAN, pelaporan hotspot, patroli
pencegahan kebakaran, serta keterlibatan dalam forum Conference of the Parties
(COP) AATHP dan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze
Pollution Control. Meskipun demikian, kebakaran hutan dan lahan masih terus
terjadi hingga periode 2023, sehingga menunjukkan bahwa implementasi respons

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan domestik.

Penelitian ini menggunakan Teori Liberal Institusionalisme untuk menjelaskan
bagaimana institusi regional seperti AATHP mampu memfasilitasi kerja sama
antarnegara melalui aturan, norma, dan mekanisme bersama dalam menangani isu
lingkungan lintas batas. Melalui perspektif liberal institusionalisme, AATHP
dipahami sebagai institusi regional ASEAN yang mendorong negara-negara
anggota untuk bekerja sama melalui koordinasi, pertukaran informasi, dan
kepentingan kolektif demi menjaga stabilitas kawasan. Selanjutnya, konsep respons
negara digunakan untuk menganalisis bagaimana Indonesia menerjemahkan
komitmen internasional tersebut ke dalam bentuk kebijakan, tindakan, serta

keterlibatan dalam kerja sama regional ASEAN pada periode 2015-2023.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis
respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif
dinamika kebijakan yang berkembang dalam konteks nasional dan regional.
Metode ini juga relevan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan yang
melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga
aktor regional dalam kerangka ASEAN. Selain itu, pendekatan kualitatif
memberikan ruang untuk menelaah interaksi antaraktor serta kepentingan yang
memengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan pengendalian kabut asap.
Dengan demikian, penelitian ini memandang kabut asap lintas batas sebagai
fenomena sosial-politik yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam yang

tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014), analisis data
kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Tahapan reduksi data digunakan untuk menyeleksi dan
menyederhanakan data agar hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian
yang dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, penyajian data berfungsi untuk
mengorganisasikan informasi secara sistematis sehingga pola, hubungan, dan
kecenderungan dapat lebih mudah dipahami (Miles et al., 2014). Tahap penarikan

kesimpulan dilakukan untuk menginterpretasikan temuan

penelitian secara mendalam dan mengaitkannya dengan kerangka teori yang

digunakan. Melalui proses ini, peneliti dapat menelusuri secara sistematis
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perubahan sikap, kebijakan, dan tindakan Indonesia dalam merespons AATHP,
baik pada periode pra-ratifikasi maupun pasca-ratifikasi, termasuk setelah
Indonesia secara resmi mengikatkan diri melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang
rinci dan kontekstual mengenai bentuk respons Indonesia terhadap AATHP.
Respons tersebut dianalisis melalui berbagai aspek, mulai dari regulasi dan
kebijakan nasional, penguatan kelembagaan, hingga praktik penanganan kabut asap
lintas batas di lapangan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis
tertentu, melainkan untuk menguraikan fakta empiris serta dinamika kebijakan
yang berkembang dalam periode penelitian. Pendekatan deskriptif juga
memungkinkan peneliti menelusuri kontinuitas dan perubahan respons Indonesia
secara lebih komprehensif dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan tersebut,
penelitian diharapkan mampu menangkap kompleksitas permasalahan kabut asap
lintas batas beserta tantangan implementasi kebijakan yang dihadapi. Oleh karena
itu, metode kualitatif deskriptif dinilai paling relevan untuk memberikan
pemahaman yang utuh mengenai respons Indonesia terhadap AATHP pada periode

2015-2023.

Dalam menganalisis respons tersebut, penelitian ini juga merujuk pada
substansi dan prinsip yang terkandung dalam naskah resmi AATHP. Perjanjian ini
menekankan kewajiban negara anggota untuk melakukan pencegahan, pemantauan,
serta kerja sama regional dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang
berpotensi menimbulkan kabut asap lintas batas, termasuk melalui penguatan
sistem peringatan dini, pertukaran informasi, dan respons darurat bersama.
Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, tanggung jawab negara, serta penguatan
kapasitas nasional dan regional sebagaimana tercantum dalam AATHP menjadi
rujukan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan Indonesia

selaras dengan kewajiban normatif yang disepakati di tingkat regional

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif deskriptif yang dipadukan
dengan analisis dokumen hukum nasional dan perjanjian internasional

memungkinkan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam dan



25

sistematis mengenai respons Indonesia terhadap AATHP. Pendekatan ini tidak
hanya menilai keberadaan komitmen formal melalui ratifikasi, tetapi juga menelaah
bagaimana ketentuan AATHP diinternalisasi ke dalam kebijakan nasional serta
diimplementasikan dalam praktik penanganan kabut asap lintas batas. Melalui
kerangka ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi akademik dalam
memahami hubungan antara institusi regional, kebijakan domestik, dan dinamika

respons negara dalam isu lingkungan lintas batas.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah respons Indonesia terhadap AATHP dalam upaya
menangani kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara pada periode 2015—
2023, baik pada fase sebelum maupun sesudah ratifikasi. Fokus ini didasarkan pada
posisi Indonesia sebagai negara yang sering menjadi sumber utama kabut asap dan
sebagai pihak yang meratifikasi AATHP paling terakhir pada tahun 2014. Dalam
kerangka Liberalisme Institusionalisme, institusi regional seperti ASEAN
dipandang mampu mendorong negara anggota untuk meningkatkan kerja sama,
mengurangi ketidakpastian, serta membentuk pola perilaku yang lebih kooperatif
melalui aturan, komitmen, dan mekanisme kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini
menilai bagaimana institusi ASEAN khususnya AATHP mempengaruhi pola

respons Indonesia melalui dua dimensi utama:

1. Respons Prosedural, meliputi:

e Ratifikasi AATHP oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2014;

e Pelaporan dan keikutsertaan dalam forum ASEAN yang membahas
Respons AATHP;

e Penyesuaian kebijakan nasional dengan kerangka kerja dan

mekanisme institusional ASEAN..

2. Respons Substantif, meliputi:

e Respons kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
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e Restorasi ekosistem gambut dan pengawasan lahan rawan terbakar;
e Penguatan kerja sama lintas sektor dan penegakan hukum terhadap

pelaku pembakaran lahan.

Melalui dua dimensi tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana AATHP
sebagai institusi regional mampu memengaruhi perilaku dan kebijakan domestik
Indonesia dalam menangani isu kabut asap lintas batas. Analisis ini dilakukan
dengan melihat bagaimana aturan, norma, dan mekanisme yang terkandung dalam
AATHP diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional serta praktik kelembagaan di
tingkat domestik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor
yang mendukung efektivitas peran AATHP, seperti komitmen politik pemerintah,
kapasitas kelembagaan, dan intensitas kerja sama regional. Di sisi lain, penelitian
ini turut mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektivitas institusi, termasuk
keterbatasan penegakan hukum, kompleksitas tata kelola kehutanan, serta tekanan
kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan lahan. Dengan pendekatan tersebut,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai
kontribusi AATHP dalam membentuk respons Indonesia, sekaligus menjelaskan
kesenjangan antara komitmen normatif di tingkat regional dan implementasi

kebijakan di tingkat nasional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat naratif dan deskriptif untuk
memahami secara mendalam respons Indonesia terhadap isu kabut asap lintas batas.
Data yang digunakan dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan
data sekunder, guna memastikan kelengkapan serta kedalaman informasi yang
dianalisis. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi, pernyataan kebijakan,
serta sumber-sumber institusional yang merepresentasikan sikap dan tindakan
pemerintah Indonesia. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur akademik,
laporan lembaga internasional, serta publikasi resmi yang relevan AATHP.
Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas
analisis dan memastikan bahwa temuan penelitian memiliki dasar empiris yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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1. Data Primer, meliputi:

e Dokumen resmi ASEAN seperti teks ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution;

e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan
AATHP;

e Laporan tahunan dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK);

e Laporan dari ASEAN Secretariat dan Conference of the Parties
(COP) AATHP;

o Publikasi ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC)

mengenai sebaran kabut asap dan titik panas di Asia Tenggara.

2. Data Sekunder, meliputi:

e Artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kerja sama
lingkungan ASEAN;

e Laporan lembaga internasional seperti World Bank, CIFOR, dan
UNEP;

e Buku referensi dan karya ilmiah terdahulu terkait teori Liberalisme
Institusional;

o Artikel berita dan sumber daring terpercaya yang memberikan data

pendukung.

Penggunaan dua jenis data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang
menyeluruh mengenai dinamika dan respons Indonesia terhadap AATHP. Melalui
data primer, penelitian ini mampu menangkap kebijakan formal, komitmen hukum,
serta sikap resmi pemerintah Indonesia dalam merespons kewajiban regional yang
telah disepakati. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk melengkapi analisis
dengan perspektif akademik, evaluasi kritis, serta temuan empiris yang
menggambarkan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kombinasi kedua jenis data
tersebut memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara komitmen normatif di

tingkat kebijakan dengan praktik implementasi yang terjadi. Dengan demikian,
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pendekatan ini membantu mengungkap secara lebih komprehensif konsistensi,
tantangan, serta variasi respons Indonesia terhadap AATHP dalam konteks kerja

sama lingkungan regional.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka
(library research). Pendekatan ini selaras dengan pandangan Miles dan Huberman
(2014) yang menekankan pentingnya meneliti dengan metode kualitatif untuk
menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis dengan tujuan untuk
memperoleh pemahaman mendalam terhadap konteks penelitian. Sumber-sumber
tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan kebijakan, serta
media daring yang kredibel. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengidentifikasi
dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan AATHP, kebijakan
lingkungan di Indonesia, serta dinamika kerja sama regional ASEAN. Proses
pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer seperti
dokumen perjanjian internasional, laporan kementerian, dan arsip ASEAN, serta
sumber sekunder seperti hasil penelitian terdahulu dan publikasi akademik. Studi
pustaka ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks kebijakan secara
mendalam serta menelusuri perkembangan Respons Indonesia terhadap AATHP

sebelum dan sesudah ratifikasi.

3.4 Teknik dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles
dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan karena mampu
menggambarkan proses analisis data kualitatif secara sistematis dan berkelanjutan
sejak tahap awal pengumpulan data hingga tahap interpretasi akhir. Setiap
komponen analisis tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan
berlangsung secara simultan selama proses penelitian. Melalui model ini, peneliti
dapat secara terus-menerus menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan data

sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, model analisis interaktif Miles
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dan Huberman memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap

dinamika respons Indonesia terhadap AATHP.

1.

Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan
pengorganisasian data mentah yang diperoleh melalui studi dokumentasi,
kebijakan, dan kajian literatur. Data yang dikumpulkan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), sumber kajian yang tersedia, serta
analisis akademisi terkait isu kabut asap lintas batas diseleksi berdasarkan
relevansinya dengan fokus penelitian. Dalam kerangka Teori Liberalisme
Institusionalisme, proses reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan
informasi berdasarkan dua dimensi utama yang menggambarkan bagaimana
AATHP sebagai institusi regional memengaruhi perilaku negara anggota,

yaitu:

1. Dimensi Prosedural Institusional, yang mencakup mekanisme
administratif, pelaporan, serta partisipasi Indonesia dalam forum
dan mekanisme koordinasi ASEAN terkait Respon AATHP; dan

2. Dimensi Substantif Institusional, yang mencakup pengaruh AATHP
terhadap tindakan nyata Indonesia dalam penanggulangan kabut
asap, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, restorasi
ekosistem gambut, pengawasan wilayah rawan terbakar, serta

penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Selain itu, dokumen resmi seperti laporan tahunan AATHP, peraturan
pemerintah, dan pemberitaan dari media kredibel turut dianalisis untuk
menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan
penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap data yang
dipertahankan mencerminkan pengaruh institusi ASEAN terhadap respons

Indonesia dalam mengatasi kabut asap lintas batas.
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2. Penyajian Data (Data Display)
Tahap ini bertujuan untuk menyajikan data yang telah direduksi dalam
bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga pola dan hubungan
antarvariabel dapat terlihat jelas. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif,
tabel, dan matriks tematik yang menggambarkan Respons Indonesia
terhadap AATHP selama periode 2015-2023. Informasi hasil kajian, seperti
dokumen kebijakan pemerintah mengenai efektivitas kerja sama regional
dan hambatan pelaksanaan AATHP, disajikan secara deskriptif dan
dibandingkan dengan dokumen kebijakan, laporan ASEAN, serta data
sekunder dari lembaga pemerintah. Dengan cara ini, peneliti dapat
memvisualisasikan keterkaitan antara kebijakan nasional, tindakan

pemerintah daerah, serta hasil kerja sama internasional di bawah AATHP.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Pada tahap akhir ini dilakukan proses interpretasi dan verifikasi terhadap
data yang telah disajikan. Peneliti melakukan analisis mendalam untuk
menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta bagaimana peran AATHP
sebagai institusi regional memengaruhi respons dan perilaku Indonesia
dalam menangani kabut asap lintas batas. Kesimpulan sementara yang
muncul selama proses analisis diverifikasi kembali melalui triangulasi
sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan temuan dari data instansi
pemerintah terkait, dokumen resmi AATHP, serta literatur akademik guna
memastikan validitas hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan
secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang komprehensit mengenai
bagaimana mekanisme institusional AATHP dijalankan, sejauh mana
Indonesia merespons insentif, aturan, dan kerangka kerja yang dibangun
ASEAN, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas institusi tersebut
dalam upaya kolektif menanggulangi kabut asap lintas batas di kawasan
Asia Tenggara. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara simultan dan
saling berinteraksi sepanjang proses penelitian, sehingga memungkinkan
peneliti untuk menemukan makna yang mendalam dari fenomena yang

dikaji (Miles et al., 2014). Melalui model ini, penelitian dapat
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menggambarkan secara komprehensif sejauh mana kebijakan dan tindakan

Indonesia mencerminkan respon AATHP.



V. KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan

Isu kabut asap lintas batas yang terjadi di Asia Tenggara merupakan permasalahan
lingkungan yang kompleks dan juga berulang, yang Sebagian besar dipicu oleh
kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang
menyebabkan kebarakan hutan adalah akibat kombinasi faktor ekologis, praktik
pembukaan lahan dengan metode pembakaran, serta lemahnya pengawasan
terhadap aktivitas di kawasan hutan dan lahan gambut. Kebakaran ini berdampak
tidak hanya secara domestik, tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti
Singapura dan Malaysia melalui penyebaran kabut asap lintas batas. Fenomena in
menimbulkan berbagai konsekuensi multidimensional, mulai dari penurunan
kualitas udara, meningkatnya gangguan Kesehatan Masyarakat, hingga terjadi
kerugian ekonomi yang signifikan di Kawasan. Maka dari itu, isu kabut asap lintas
batas tidak hanya dipahami sebagai masalah nasional semata, melainkan sebagai

isu lingkungan regional yang memerlukan kerja sama kolektif antarnegara ASEAN.

Berdasarkan hasil penelitian, respons Indonesia terhadap ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution menunjukkan adanya Upaya penyesuaian kebijakan
nasional serta peningkatan keterlibatan dalam mekanisme kerja sama regional. Ada
beberapa Langkah yang Indonesia lakukan seperti penguatan regulasi, peningkatan
koordinasi antarlembaga, serta pengembangan sistem pemantauan kebakaran
berbasis teknologi. Di samping itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam mekanisme
pertukaran informasi, pelaporan hotspot, serta koordinasi teknis dengan negara-
negara anggota ASEAN lainnya. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut
masih menghadapi beberapa tantangan struktural seperti lemahnya penegakan
hukum, tumpang tindih kewenangan, serta pengaruh kepentingan ekonomi dalam
praktik pembukaan lahan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa respons
Indonesia terhadap AATHP telah mengalami perkembangan, tetapi efektivitasnya
masih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan domestik dan kapasitas implementasi

di Tingkat nasional.
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Di dalam konteks kerja sama regional, Indonesia juga menunjukkan komitmen
yang lebih aktif dengan cara memfasilitasi berbagai forum koordinasi dalam
kerangka AATHP, termasuk saat Indonesia menyelenggarakan Conference of the
Parties (COP-16) AATHP. Forum ini menjadi ruang penting bagi negara-negara
ASEAN untuk mengevaluasi implementasi perjanjian serta memperkuat koordinasi
dalam penanggulangan kabut asap lintas batas. Dengan menyelenggarakan forum
ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara pihak, tetapi juga sebagai
fasilitator dialog regional dalam isu lingkungan. Dengan partisipasi aktif ini,
menunjukkan adanya perubahan pendekatan Indonesia dari posisi yang sebelumnya
cenderung defensif menuju keterlibatan yang lebih kooperatif dalam kerja sama
regional. Dengan memfasilitasi pertemuan Tingkat regional tersebut, Indonesia ikut
berkontribuso dalam memperkuat mekanisme koordinasi dan komitmen kolektif

ASEAN dalam menghadapi isu kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.

Selain itu, komitmen dan respon Indonesia dalam kerja sama regional juga
tercermin dari keberhasilannya menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre
for Transboundary Haze Pollution Control. Pendirian pusat koordinasi ini
merupakan Langkah strategis ASEAN dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas
regional dalam pencegahan, pemantauan, dan respons terhadap bencana kabut asap
lintas batas. Indonesia memiliki peran yang lebih signifikan dalam
mengoordinasikan kerja sama teknis antarnegara anggota dikarenakan, Indonesia
menjadi tuan rumah Lembaga tersebut. Dengan di bentuknya pusat koordinasi ini
juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pertukaran data, sistem
peringatan dini, serta koordinasi penanganan kebakaran hutan di kawasan. Secara
umum, posisi Indonesia sebagai host ACCTHPC menunjukkan bahwa Indonesia
tidak hanya menjadi bagian dari permasalahan regional, tetapi juga berperan aktif
dalam upaya kolektif ASEAN untuk mengatasi isu kabut asap lintas batas secara

berkelanjutan.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memperkuat konsistensi kebijakan

preventif melalui integrasi teknologi pemantauan titik api yang lebih modern dan
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peningkatan anggaran operasional bagi satgas karhutla di daerah rawan. Selain
langkah teknis, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan,
baik korporasi maupun individu, harus dijalankan secara tegas tanpa tebang pilih
guna memastikan kepatuhan terhadap standar AATHP tetap terjaga. Sebagai tuan
rumah ACCTHPC, Indonesia perlu mengoptimalkan peran pusat koordinasi
tersebut untuk memfasilitasi pertukaran data yang lebih transparan dan real-time
guna menghindari ketegangan diplomatik dengan negara tetangga akibat isu kabut
asap lintas batas. Kolaborasi dengan masyarakat lokal melalui program pembukaan
lahan tanpa bakar (PLTB) juga harus diperluas agar upaya mitigasi tidak hanya
bersifat top-down tetapi juga berbasis kesadaran akar rumput. Terakhir, bagi
peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak
ekonomi dari implementasi instrumen AATHP terhadap sektor industri perkebunan
serta bagaimana dinamika politik domestik pasca ratifikasi memengaruhi

keberlanjutan komitmen lingkungan ini.
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